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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. 

Pemerintah daerah Kabupaten Malinau telah melakukan beberapa upaya 

untuk memberikan pengaturan mengenai izin pemanfaatan hutan di atas hak 

ulayat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adiu dengan mengundangkan 

peraturan perundangan-undangan, berupa; Pertama, mengundangkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2012  tentang 

Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat. Kedua, mengundangkan Peraturan 

Bupati Nomor 201 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat 

Adat Kabupaten Malinau, sebagai dasar hukum pembentukan badan pengelola 

urusan masyarakat hukum adat. Badan pengelola urusan masyarakat adat 

tersebut  bertujuan untuk membantu proses pengakuan masyarakat hukum 

adat. Ketiga, mengeluarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor: 189.1/K. 

185/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat 

Punan Long Adiu Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten 

Malinau. Keempat, tidak memberikan izin pemanfaatan hutan baru pasca 

keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Kelima, 
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tidak memperpanjang izin pemanfaatan hutan yang akan habis masa 

berlakunya, jika izin pemanfaatan hutan tersebut berada di kawasan hutan adat 

ataupun dikawasan yang terindikasi hutan adat.  

B.Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran kepada: 

1.Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan untuk dapat mempercepat 

penetapan hutan adat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adiu demi 

memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat hukum 

adat Dayak Punan Adiu. 

2.Pemerintah daerah Kabupaten Malinau untuk memberikan pengakuan dan 

perlindungan kepada sub suku Dayak (non-Dayak Punan Adiu). 

Pengakuan dan perlindungan tersebut diharapkan dapat mencegah 

terbitnya izin pemanfaatan hutan baru diatas hak ulayat masyarakat 

hukum adat sub suku Dayak.    

3.Masyarakat hukum adat sub suku Dayak untuk segera mengurus 

permohonan pengakuan dan perlindungan sub suku Dayak demi 

mencegah terbitnya izin pemanfaatan hutan baru diatas hak ulayat 

masyarakat hukum adat sub suku Dayak. 
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